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PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR 

NOMOR 26 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2011 

 

BUPATI KUTAI TIMUR, 

 

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 

Kutai Timur tentang Penjabaran Pertangungjawaban  

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 3688); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang  
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Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3962); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25  Tahun  2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang  Pemerintahan Daerah  menjadi  Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun  2001  tentang 

Pembinaan   dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 4138); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nornor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran  
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahaan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2005  

Nomor 94,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4540); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor  23   Tahun  2005  tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nornor 57 Tahun 2005 tentang  
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Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor  58   Tahun  2005  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan   penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nornor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2011; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 

Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Tahun Anggaran 2011; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2011 

 

                                         Pasal 1 

 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri atas: 

1. Pendapatan 

 a. pendapatan Asli Daerah  Rp       53.198.415.526,32  

 b. dana Perimbangan  Rp  2.180.340.050.945,00  

 c. lain-lain Pendapatan yang 

Sah 

 

Rp       89.126.033.496,00 

 

          Jumlah Pendapatan  Rp 2.322.664.499.967,32 

     

2. Belanja 

 a. Belanja Tidak Langsung    

  1).  Belanja Pegawai Rp    424.253.464.107,00    

  2).  Belanja Bunga Rp                             0,00  

  3).  Belanja Subsidi Rp         3.059.362.000,00  

  4).  Belanja Hibah Rp       92.612.236.200,00  

  5).  Belanja Bantuan Sosial Rp    121.085.050.000,00  

  6).  Belanja Bagi Hasil Rp                            0,00  
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  7).  Belanja Bantuan 

Keuangan 

 

Rp      96.024.046.239,00 

 

  8).  Belanja Tidak Terduga Rp         1.543.967.780,00 Rp   738.578.126.326,00 

 b. Belanja Langsung   

  1).  Belanja Pegawai Rp    151.950.769.634,00     

  2).  Belanja Barang dan  

Jasa 

 

Rp    510.821.541.790,00 

 

  3).  Belanja Modal Rp    786.724.049.970,10  

                          Rp 1.449.496.361.394,10 

               Jumlah Belanja  Rp 2.188.074.487.720,10 

     

              Surplus/(Defisit)  Rp    134.590.012.247,22 

3. Pembiayaan 

 a. Penerimaan Rp     267.987.442.425,35  

 b. Pengeluaran Rp        32.500.000.000,00  

   Jumlah Pembiayaan   

Neto 

  

Rp  235.487.442.425,35 

     

  Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp   370.077.454.672,57 

 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati 

Kutai Timur ini. 

                                     Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 

realisasi anggaran. 

 

                                      Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati 

Kutai Timur ini. 
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                                     Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati 

Kutai Timur ini. 

 

                                    Pasal 6 

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati Kutai Timur ini  dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

 Ditetapkan di Sangatta  

 Pada tanggal 9 Oktober 2012 

 BUPATI KUTAI TIMUR, 

 

                                                                                             ttd 

  

      H. ISRAN NOOR  
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